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BUPATI SUMIBA DBARAT DAYA
PROVINSI NUSA TE.NGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOI: 15 TAHUN 2025

TE NTANG

PEMIREBASAN RETRIBUSI PERS ETUJUAN BANOQUNAN GEDUNG (PBG) BAGH

Menimban 3

Mengingat

MASYARAKAT BERPE NGHASILAN RESNDAIL (MBR)

DENGAN RAUMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMIBA BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan
Pasal 102 avat {2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Kclentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menctapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan Retibusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG} dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tigajuta rumah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan -Gedung (PBG) bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR};

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambah:n}



Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
KReuangan Antarn Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9]

Peraturan Pemerintath Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indoncsia
Nomor 6322);

6. Perawuran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negera Republik Indoncsia
Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

~!
.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajgk Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah 1 Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 33};

10. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Rectribusi Daerah (Lembaran Berita
daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomwor 025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN  RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah schagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksd
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oto

3. Bupati adalah Bipati Sumba Barat Daya.

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyclenggaraan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah




teknis Bangunan Gedung
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Ruang lingkup daliam Permtman Bupati ini adalah:

(1
(2)

3)

a. Pembebasan Rewibust PBA bagl Masvarmakat  Beepenghasilan

Rendonh (MIIRE dan

b, Kriterin Masvarnkat Berpenghasiian Rendah {MISI2).

DA I
PEMRBEBASAN PBG BAGT MAISYARAKAT
BERPE NGHASILAN RE NDAN (MIIR)

Pasal 3

Pemiberinn - pembebasan Retribusi hanya diberikan
terhadap Retribusi perseiujuan bangunan gedung.

Pemberian  pembebasan  Retribusi  diliikukan  berdasarkan
penctapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.

Pemiberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Lerlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persctujuan
Bangunan Gedung.

BAB 111

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

(1

()

()

()

(5)

(6)

{7)

Pasal 4
Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan
indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR} sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} didasarkan pada besaran penghasilan.
Besaran penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan:
a. penghasilan orang perscorangan yang tidak kawin; atau
b. penghasilan orang perscorangan yang kawin.
Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan
bersih yang bersumber dari gaji upah, dan/atau hasil usaha
sendiri.
Penghasilan orang perseorangan yang kawin schagaimana
dimaksud pada ayat huruf b merupakan selurub pendapatan
bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha
gabungan suam| istri,
Dalam hal kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
schagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembangunan  atau  perolchan Rumah dengan  mekanisme
tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimiana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan
penghasilan 1 (satu) orang.
Penghasilan 1 (satu) orang schagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5



(1)

{2}
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(1)

(2)

3)

(4

)

()

(2)

(3)

Besiaran  penghasilnn selwgnimana  dimaksud - dalam Pasal 4

ditntung bevdosarkan kemmpuan membavar binya pembangunan

atu perolelan Rumanh Invak hani.

Besaran  penghasilan - selagaimana - dimaksie  pada avat (1)

merupakan il penghasilan paling banvak  untuk  pemberian

kemudahan perotehan atnu hantuan pembangunan Rumah,

Kemampuan  membayar  binya pertolchan . Rumah  Jayak  huni

sebhagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dihitung dari angsuran

pembiayaan perolchan Rumah Unum menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; nlau

b. marin komersial dan tenor tertentu.

Kemampuan membayar  binya  pembangunan  atau  perbaikan

Rumah layak huni schagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dari:

a. angsuran pembiayvaan pembangunan atau perbaikan Rumah
Swadayq; dan/atau

L. nilai kswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan
Rumah Swadaya.

Angsuran pembiayaan pembangunan atau  perbaikan Rumah

Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau

L. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

Biaya perolechan atau pecmbangunan Rumah layak huni
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung scsuai jenis
Rumah yang dipecroleh berdasarkan:

a. harga jual pemilikan Rumah Umum;

b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau

¢. biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. harga jual Rumah tunggal;

b. harga jual satuan Rumah deret; dan

c. harga jual satuan Rumah susun.

Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.

Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah
Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢
dihitung berdasarkan batasan has lantai Rumah Umum dan
Rumah Swadayn.

Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya
pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bn tu
pembangunan atay perolchan Rumah bagi Masy

Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat yang memen
persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai den

ketentuan peraturian perundang- undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi;

a. berkewargancgaraan Indonesia; dan

b. memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MB
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada awat (2}, u




mendapatkan kemudahon dan/aton haptunn pembangunon alan
perolchan Rumah penmwohon jugn hinus  memennhi PerSyarslian
sesuat dengan kelentunn peratwran perandang andangan.

P’asal B

(1) Besaran penghasilan masvarakat herpenghasitan rendah Wil ah

Jawa, Sunuitery,  Kalimantan,  Sulawest,  Kepulauun Bangka
Belitung, Kepulauan  Rinn, Maluku, Maluku Utarn, Bali, Nusa
Tenggara Timur, Nusa Tenggura Barat, Penghasilan per bulan
paling banyak unfuk kategori Tidak kawin sehesar Rp7.000.000
(Wwjuh juta rupinh), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan
juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera schesar

Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

1<) Luas lantaj paling fuas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan

satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk
pembangunan rumah swadaya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pusal 9

» uiansanaan pembebasan Retribusi PBG berpedoman pada peraturan
Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan
retribusi daerah

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 28 Mei 2025

Diundangkan di Tambolaka
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